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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 TRIWULAN II

Administrasi Kependudukan dan Catatan

12 Rumus
Sipil
121 |Kepemilikan E-KTP juml waiib ktp - iml blm rekam) X 100% 1.163.538 X100% =  95,69%
Jumlah penduduk wajib KTP-el 1.216.000
122 |Rasio bayi berakte kelahiran (%) Jumlah bayi 0-1 th berakta kelahiran X 100% 21.307 X100% =  95,23%
Jumlah kelahiran'(apr-jun'19) 22.375
123 Rasio pasangan non muslim berakte nikah
= (%) Jumlah pasangan non muslim berakta perkawinan X.100% 505 X100% = 100%
Jumlah perkawinan 507
124 |Kepemilikan akta kelahiran Jumlah penduduk berakta kelahiran X 100% 1.324.303 x100% = 79,37%
Jumlah penduduk 1.668.578
125 |Rasio penduduk berakte kematian (%) Jumlah penduduk berakta kematian X 100% 3.390 x100% =  85,67%
Jumlah kematian 3,957
12.6 |Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah penduduk memiliki KIA X 100% 119.141 X100% = 26,89%
Jumlah penduduk usia 0-16 tahun 443,093
Semarang, Juli 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya

NIP. 196111011985031007
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Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008
Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan
pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan
ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra
Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) Badan
Publik juga dapat tidak ;memberikan informasi yangs belum dikuasai atau tidak
didokumentasikan.

. Biaya yang dikemakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan

Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuwai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik)

Pemohon Informasi berthak untuk mendapatkan Pemberitahuan Tertulis atas diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk
memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan
kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaaninformasi anda kurang lengkap.

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak

permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi
dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis
atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi
Publik.
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Telp (024) 6712563 Fax. (024) 6707203 SEMARANG Kode Pos 50161

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website : www.dispend kota.go.id - Email : di duk 1gkota.go.id dan dukcapilk g@gmail.com
r@j disdukcapilkotasemarang ’ @dukcamlkotasmg g 085641604903
SURAT KETERANGAN
Nomor : 071 /283%.
1% Dasar : Surat Kepala Program Studi IImu Hukum Unika

Soegijapranata Semarang Nomor : 00056/ B.3.2 / PSIH / 10 / 2019
tanggal 4 Oktober 2019, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

2: Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan
bahwa :
N a m a.+BLLA ALVINA SANTOSO
NIM 2 16:€150015
Prodi : Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang

Yang bersangkutan -telah mengadakan penelitian dalam rangka
menyusun skripsi dengan judul : “ Pemenuhan Hak Anak yang Tidak
Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau
dari Pasal 27 Ayat 4 UU No. .35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
UU'No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3: Demikian +#Surat® Keterangan ini 'dibuat | untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2019

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Semarang;

2. Pertinggal.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245

SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/ISK/ 31 /XI/'YAN.2.4./2019/Reskrim

—------ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini
menerangkan :

-—---- Berdasarkan surat dari.Dekan Fakultas. Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik
Soegijapranata_Semarang Nomor ;' 00055/B.3.2/PSIH/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019
perihal SuratPengantar ljin Pra Riset.

Nama : ELLA ALVINA SANTOSO
NIM £ 16/CL00T5 N \ :
”"‘"‘ y, F‘:

-—----Telah melaksanakan pengumpuTan data dan wawancara di Sat Reskrim
Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak
Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran
Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T‘atiun 2002 Tentang Perlindungan
Anak™,

--—------ Demikian surat keterangan.ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya, ---—-----—-----

Semarang, 6/ November 2019
a. n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
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«g= RUMAH AIRA
R  Jempat Singgah & Panti (suban Ramah Anak
JI. Kaba Timur No. 14 RT 09 RW 13 Kel. Tandang
Kec. Tembalang - Semarang HP. 082135249610 - 085786665359

Nomor : 026/RmhAira/P-X/2019

Lamp -

Perihal : Surat Balasan Permohonan Penelitian
KepadaYth.

Program Studi lImu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata
Di

Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Program.Studi. lmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Sogijapranatadi Semarang Nomor 00082/B.32/PSIH/10/2019 tertanggal 28 Oktober
2019 Perihal PemenuhanHal Anak yang tidak diketahui orang tuanya untuk mendapatkan akte
kelahiran di Tinjau dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.
23 th 2002 tentang perlindungan anak, atas.-nama mahasiswi :

Nama :Ella Alvina Santoso
NIM :16.C1.0015
Program Study : limu Hukum

Kami memberikan ijin kepada mahasiswi tersebut untuk melakukan Penelitian dengan judul :
Pemenuhan Hal Anak yang tidak diketahui-orang tuanya untuk mendapatkan akte kelahiran di
Tinjau dari Pasal 27 ayat 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 th 2002
tentang perlindungan anak

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Semarang,06 Oktober 2019
Yayasan Rumah Aira,

-

ﬁ 6do, S.Akun
Ketua
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Report #10072630

BAB | PENDAHULUAN Latar Belakang Pembuatan akta kelahiran bagi seseorang,
khususnya seorang anak, merupakan sebuah bentuk tanggung jawab Negara
dalam hal pengakuan atas status kewarganegaaan dan keperdataan seseorang.
Negara berkewajiban dalam hal pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran.
Hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran diaturdalam Pasal 7 Konvensi Hak
Anak yang menyebutkan bahwa: Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran
dan sejaklahir berhak atas sebuah nama,berhak memperoleh kewarganegaraan,
dan, sejauh memungkinkan, berhak mengetahuiorang tuanya dan dipelihara
oleh orang tuanya. Akta kelahiran anak di Indonesia telah digunakan sebagai
syarat agar dapat mendapat berbagaifasilitas dasar, seperti jaminan kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal kesehatan, akta kelahiran dijadikan syarat
untuk si anak mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya dalam bentuk BPJS.
.Sedangkan dalam hal pendidikan, akta kelahiran menjadi syarat utamadalam
pendaftaran sekolah anak dan syarat bagi anak untuk mendapatkan bantuan
pendidikan misalnya dana BOS atau jenis beasiswa lainnya. Dengan demikian
akta kelahiran merupakan syarat utama dalam terselenggaranya hak anak
terhadap pendidikan. Tanpa adanya identitas diri dalam bentuk akta kelahiran,

anak tidak dapat mendaftar kesekolah dan tujuan Negara dalam bidang
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